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PENETAPAN 

Nomor 299/Pdt.P/2019/PA.Buk 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas 

perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh : 

Fatanah alias Patanah bin Sapar alias Amaredah, NIK 7206180107810001, 

tempat dan tanggal lahir (umur) Lombok, 01 Juli 1981 (38 

tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, 

tempat kediaman di Desa Onepute Jaya, Kecamatan Bungku 

Timur, Kabupaten Morowali, sebagai Pemohon I. 

Hamidah binti Mukmin alias Amaq Hani, NIK 7206184104850001, tempat 

dan tanggal lahir (umur) Lombok, 01 April 1985 (34 tahun), 

agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah 

Tangga, tempat kediaman di Desa Onepute Jaya, Kecamatan 

Bungku Timur, Kabupaten Morowali, sebagai Pemohon II. 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA 

          Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2019 

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 

299/Pdt.P/2019/PA.Buk tertanggal 11 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2008, Pemohon I dan Pemohon II 

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Nambo, 

Kecamatan Bungku Tengah (sekarang Kecamatan Bungku Timur), 

Kabupaten Morowali dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih 

berstatus suami istri; 

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam 

usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun 

S A L I N A N 
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pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung Pemohon II  

bernama Saparudin dan yang menikahkan adalah P3NTR bernama 

Mahyudin serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Amin dan             

Hasim dengan mahar berupa uang sebesar  Rp. 100.000,- (seratus ribu 

rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;   

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, 

pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat 

dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut 

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun 

sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 2 orang anak bernama : 

4.1  Ahmad Irfan Hakiki, umur 10 tahun; 

4.2  Agil Figal Ramdani, umur 3 tahun; 

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang 

mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan 

selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam; 

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai 

kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak 

terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah dengan 

alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon I dan Pemohon II 

ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II 

kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon 

II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan 

kepentingan hukum lainnya;  

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada 

Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan 

Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Nopember 2008; 

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang 

timbul akibat perkara ini; 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon 

agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan 
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mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya 

sebagai berikut : 

PRIMER :  

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Fatanah alias Patanah bin 

Sapar alias Amaredah) dengan Pemohon II  (Hamidah binti Mukmin alias 

Amaq Hani) yang  telah dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2008 di 

Desa Nambo, Kecamatan Bungku Tengah (sekarang Kecamatan Bungku 

Timur), Kabupaten Morowali; 

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat 

pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman 

Pemohon I dan Pemohon II; 

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

SUBSIDER : 

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon 

II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain 

sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut 

oleh Jurusita melalui pengumuman dan ketidakhadiran para Pemohon tersebut 

tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan beralasan hukum; 

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh 

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku telah mengumumkannya pada 

papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku sejak tanggal 15 Oktober 

2019; 

Bahwa oleh karena pihak Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di 

persidangan, maka para Pemohon dapat dianggap tidak bersungguh-sungguh 

dalam berperkara; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala 

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini. 
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PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon 

adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan 

Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), 

terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada 

papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku terhitung sejak tanggal 15 

Oktober 2019, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan  

perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan 

upaya hukum terhadap permohonan tersebut; 

Menimbang, bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II telah dipanggil 

secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh 

orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa 

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan beralasan 

hukum; 

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di 

persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak 

bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya sehingga terdapat alasan untuk 

mengakhiri pemeriksaan perkara ini dan sesusai ketentuan pasal 148 R.Bg., 

maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan gugur; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka 

berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan pasal 91A Undang-undang 

Nomor 50 tahun 2009, segala biaya perkara seharusnya dibebankan kepada 

para Pemohon, namun karena pelaksanaan persidangan itsbat nikah ini secara 

terpadu yang dilakukan secara bersama-sama antara Pengadilan Agama 

Bungku, Kementerian Agama Kabupaten Morowali Cq. Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Bungku Timur, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Morowali dalam rangka penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran, 

maka sesuai pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 

tentang Pelayan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam rangka Penerbitan akta Perkawinan, Buku 
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Nikah dan Akta Kelahiran, seluruh biaya dibebankan kepada Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Morowali tahun 

anggaran 2019; 

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN 

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur; 

2. Biaya perkara sejumlah Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) 

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019; 

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 04 November 

2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh 

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan 

pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut 

dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Umar Yusuf, S.H. 

sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh para; 

Hakim Tunggal 

                            t t d 

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI., M.H. 

Panitera Pengganti 

                                                          t t d 

Umar Yusuf, S.H.       

Rincian Biaya Perkara : 

1.  Biaya Pendaftaran : Rp.  30.000,- 
2. Biaya proses : Rp. 50.000,- 
3. Redaksi                  : Rp. 10.000,- 
4. Meterai                  : Rp. 6.000,- 
     Jumlah                      : Rp.   96.000,- 

                                 (sembilan puluh enam ribu rupiah) 
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